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	ABSTRACT
This research aims to determine: (1) the implementation of tax socialization at North Makassar Primary Tax Office has not effectively contributed in increasing taxpayer compliance, Direct socialization of tax socialization activities by interacting directly with taxpayers and indirect socialization is a form of tax socialization that does not involve direct interaction with participants. (2) Factors that help increase taxpayer welfare at North Makassar Primary Tax Office. Data collection techniques involving observation, interviews, and documentation in qualitative research, and data are analyzed through data reduction, data presentation and conclusion drawing The results of the research conclude that the implementation of tax socialization played a pivotal role in increasing taxpayer compliance at North Makassar Primary Tax Office, (2) Factors supporting taxpayer compliance at North Makassar Primary Tax Office include knowledge and understanding regarding taxpayers, tax penalties, and the quality of tax services. 


ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui : (1) Impelementasi Sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Makassar Utara berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, sosialisasi langsung kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak dan sosialisasi tidak langsung adalah bentuk sosialisasi perpajakan yang tidak melibatkan interaksi langsung dengan peserta. (2) Faktor yang membantu peningkatan kepatuahn wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam penelitian kualitatif, dan data di analisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa (1) Impelementasi sosialisasi perpajakan sangat berperan dalam meningkatkan kepatuahan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara (2) Faktor yang mendukung kepatuahn wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara adalah pengetahuan dan pemahaman, sanksi perpajakan, dan kualitas perpajakan.
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A. PENDAHULUAN
Meningkatkan infrastruktur adalah komponen penting dalam ekspansi ekonomi negara dan bagian penting dari pembangunan nasional. Upaya Indonesia untuk menjadi negara maju juga didukung oleh pemerataan pembangunan infrastruktur. Pemerintah berupaya untuk membantu pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dana besar. Dana tersebut berasal dari sumber daya alam dan kontribusi masyarakat yang dikelola oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, negara memperoleh dananya dari hibah, pajak, dan sumber lain, baik domestik maupun internasional. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara, dan wajib pajak tidak menerima manfaat langsung dari pembayaran pajak tersebut. Pajak digunakan untuk menutupi pengeluaran publik oleh negara untuk kegiatan yang disponsori pemerintah. Dalam APBN 2019, pajak mencapai 73,47% dari target penerimaan, menjadikannya sumber pendapatan terbesar negara. Pajak juga memiliki empat tujuan tambahan: mengelola kemajuan ekonomi, mendanai pengeluaran negara melalui anggaran, menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan harga dan inflasi, serta mendistribusikan pendapatan untuk mendukung pembangunan nasional, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan umum. Untuk menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga perpajakan yang terpercaya, akuntabel, dan kuat di Indonesia, reformasi perpajakan telah dilaksanakan. Reformasi pertama menggantikan sistem penilaian resmi dengan sistem penilaian sendiri antara tahun 1983 dan 1985. Pengumpulan pajak memerlukan partisipasi aktif petugas pajak dan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Pengumpulan pajak adalah tugas yang menantang, dan sistem self-assessment di Indonesia mengharuskan wajib pajak untuk aktif melaporkan, menghitung, dan membayar pajaknya sendiri. Akurasi wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya menentukan tingkat kepatuhan mereka, yang merujuk pada kepatuhan sukarela terhadap tanggung jawab perpajakan, termasuk perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang benar. Menurut artikel DDTC News tahun 2019, target kepatuhan wajib pajak pemerintah belum tercapai. Direktorat Jenderal Pajak melaporkan bahwa hanya 13,37 juta dari 18,33 juta wajib pajak terdaftar yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dengan tingkat kepatuhan sebesar 72,9%. Meskipun jumlah SPT yang diajukan meningkat menjadi 14,76 juta pada tahun 2020, itu masih belum mencapai target pemerintah sebesar 80%. SPT sangat penting untuk menghitung kembali pajak yang sebenarnya harus dibayar dan memenuhi kewajiban perpajakan, memungkinkan verifikasi dan investigasi perhitungan dan pembayaran pajak. Sosialisasi pajak adalah strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengedukasi dan menginformasikan masyarakat, terutama yang memiliki kewajiban perpajakan, tentang peraturan perpajakan dan pelaksanaannya. Penelitian oleh Ati Rosliati (2015) menemukan bahwa sosialisasi pajak yang tepat dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dan tingkat kepatuhan mereka. Namun, studi oleh Yulanda Atika dan Rika Kharlina E (2014) menunjukkan bahwa penilaian administrasi tempat kerja tidak sejalan dengan arahan dari Direktorat Jenderal Pajak, sehingga menghambat perbaikan konsistensi pendapatan dan bea cukai. Data dari Direktorat Jenderal Pajak antara tahun 2015 dan 2019 menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak, meskipun jumlah SPT yang diajukan masih di bawah jumlah wajib pajak terdaftar. Kepala Kantor Wilayah DJP Makassar melaporkan pada Maret 2019 bahwa banyak pelaku usaha di Makassar memiliki potensi untuk membayar pajak, namun tingkat kepatuhan mereka rendah. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka untuk melaporkan pajak adalah tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya pemerintah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak termasuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pajak. Ketidakpatuhan dapat berdampak negatif terhadap pembangunan infrastruktur dan mengurangi penerimaan negara.
B. METODE
Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif dalam penelitian ini dengan mengklasifikasikan dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang subjek penelitian. Penelitian dilakukan pada April hingga Mei 2023 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara. Data yang digunakan mencakup data primer dari wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian, serta data sekunder dari dokumen terkait wajib pajak. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan mengelompokkan data yang relevan, sementara penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi untuk memudahkan pemahaman. Kesimpulan diambil dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dengan temuan lainnya, memastikan validitas dan konsistensi data.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagaimana Implementasi Sosialisasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
Sosialisasi perpajakan bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada wajib pajak sehingga mereka mengetahui betapa pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan lebih cenderung melakukannya. Kantor Pratama KPP Makassar Utara menguji pengetahuan mahasiswa umum terhadap materi yang disampaikan dengan menggunakan indikator sosialisasi pajak pretest. Kegiatan pre-test dilakukan untuk siswa sebelum kegiatan mengajar dan post-test dilakukan setelah materi disampaikan untuk menunjukkan pemahaman wajib pajak. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sosialisasi secara langsung dan sosialisasi secara tidak langsung. Sosialisasi secara langsung mencakup kegiatan seperti pendidikan pajak dini, program pajak di lingkungan kampus atau sekolah, dan perlombaan perpajakan. Informasi tentang perpajakan disampaikan secara langsung kepada peserta dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka. Sosialisasi secara tidak langsung dilakukan melalui media televisi, radio, dan distribusi buku. Informasi perpajakan disebarkan kepada masyarakat tanpa atau dengan sedikit interaksi langsung dengan tujuan meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang rutin dilakukan oleh KPP Pratama Makassar Utara efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil wawancara, sosialisasi perpajakan tidak hanya memberikan edukasi tentang materi perpajakan tetapi juga menunjukkan cara-cara praktis untuk melaporkan SPT. Hal ini memudahkan wajib pajak dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya. KPP Pratama Makassar Utara membuka ruang kelas pajak yang memberikan pengetahuan tentang pelaporan SPT dan hak-hak serta kewajiban perpajakan kepada wajib pajak. Sosialisasi juga dilakukan dengan menggunakan media sosial untuk mencapai audiens yang lebih luas. Dengan metode yang tepat, sosialisasi perpajakan berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Faktor-Faktor Yang Membantu Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara
Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal mencakup sistem dan prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan yang berlaku, sanksi perpajakan, serta isu-isu terkini terkait dunia perpajakan Indonesia. Reformasi administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2010 bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, dan produktivitas karyawan. Sosialisasi perpajakan melalui berbagai media juga merupakan faktor eksternal yang mendukung kepatuhan wajib pajak. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berkaitan dengan karakteristik individu. Faktor ini meliputi kesadaran wajib pajak, pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, pendidikan, dan rasionalitas. Upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak membutuhkan peran aktif dari masing-masing wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang perpajakan akan mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai melalui pengetahuan yang diperoleh dari sosialisasi pajak, media sosial, iklan, dan poster. Selain itu, kualitas pelayanan yang baik dari pegawai pajak juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang memuaskan akan meningkatkan kepuasan wajib pajak dan memotivasi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang baik mencakup bukti langsung, jaminan, empati, dan sikap yang dapat dipercaya dan jujur dari aparat pajak. Hasil wawancara mengindikasikan bahwa dengan memberikan pelayanan yang baik dan edukasi yang memadai, wajib pajak akan lebih mudah dalam melaporkan kewajiban pajaknya dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
Faktor Penghambat Sosialisasi Kepatuhan Wajib Pajak
Meskipun banyak faktor yang mendukung kepatuhan wajib pajak, terdapat pula faktor-faktor yang menghambat implementasi sosialisasi perpajakan. Salah satu faktor penghambat adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak. Banyak wajib pajak yang masih memiliki mindset negatif tentang perpajakan dan melihat pajak sebagai beban yang harus dihindari. Sosialisasi yang tidak efektif atau tidak mencapai target audiens juga dapat menjadi penghambat kepatuhan wajib pajak. Kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai di kantor pajak juga dapat menghambat pelaksanaan sosialisasi perpajakan. Pegawai pajak yang kurang terlatih atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang materi perpajakan akan kesulitan dalam menyampaikan informasi yang benar kepada wajib pajak. Selain itu, keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi juga dapat mengurangi efektivitas program sosialisasi perpajakan. Faktor lain yang menghambat kepatuhan wajib pajak adalah ketidakpastian peraturan perpajakan dan seringnya perubahan kebijakan perpajakan. Wajib pajak yang tidak mengikuti perkembangan peraturan terbaru mungkin merasa bingung dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penting bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk terus melakukan sosialisasi secara rutin dan memberikan edukasi yang jelas serta mudah dipahami oleh wajib pajak. Dengan demikian, hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dan kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan.
Pembahasan
Implementasi sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Makassar Utara telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-67/PMK.01/2008. Sosialisasi ini dilakukan oleh penyuluh yang memiliki jabatan fungsional khusus, sehingga mereka dapat fokus dalam memberikan informasi perpajakan. Namun, dari wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa beberapa wajib pajak masih kurang memahami sosialisasi yang disampaikan secara tidak langsung karena kurangnya interaksi langsung dengan petugas pajak. Sosialisasi pajak kepada calon wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara umumnya berjalan efektif, dengan metode penyampaian yang tepat sasaran. Meski begitu, terdapat kendala bagi wajib pajak yang hanya menerima informasi melalui tutorial online tanpa bertemu langsung dengan petugas pajak. Hal ini menyebabkan beberapa wajib pajak tidak sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka, seperti melaporkan SPT tepat waktu. KPP Pratama Makassar Utara terus meningkatkan target sosialisasi pajak setiap tahun, yang berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun, terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program kerja yang menyebabkan beberapa wajib pajak masih merasa kurang paham akan kewajiban mereka. Untuk mengatasi hal ini, pendaftaran NPWP yang memerlukan kunjungan langsung ke KPP Pratama Makassar Utara telah dijelaskan oleh petugas pajak, meskipun ada sebagian wajib pajak yang lebih memilih pendaftaran online. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan perpajakan. Meskipun sanksi pajak sudah diatur, kepatuhan wajib pajak tidak meningkat signifikan. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan pajak dan edukasi masyarakat melalui kegiatan sosial serta media sosial diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan. KPP Pratama Makassar Utara juga memiliki indikator kerja yang jelas untuk memastikan keberhasilan sosialisasi dan pencapaian target penerimaan pajak.
D. SIMPULAN
Simpulan ini adalah pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari hasil dan pembahasan penelitian. Simpulan ini cukup ditulis dalam jumlah paragraph sesuai dengan tujuan penelitiannya. Tidak perlu lagi memasukkan konsep, teori, kutipan, poin-poin, maupun keterangan dan penjelasan la Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi sosialisasi perpajakan oleh KPP Pratama Makassar Utara telah membantu wajib pajak dalam memahami pengetahuan dan kewajiban perpajakannya. Faktor-faktor yang mendukung kepatuhan wajib pajak termasuk adanya sanksi dan peraturan hukum, meskipun beberapa wajib pajak masih belum sepenuhnya taat. Sebagai saran, instansi pajak perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan dan sosialisasi agar menjangkau daerah terpencil. Wajib pajak juga harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan untuk melaporkan pajak dengan jujur dan akurat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak selain sosialisasi pajak. 
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